
p-ISSN: 2808-2443 
e-ISSN: 2808-2222 

       Volume. 4, No. 2, 2024 

Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business 

 

 

710 

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 

PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN 

SEKTOR KESEHATAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA TAHUN 2018-2022) 
 

Febrilia Retno Sekar Jati1, Syahida Norviana2, Lu’lu’ul Jannah3 
1, 2, 3 Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo No. 1, Sleman, Yogyakarta, Indonesia  

Email: febriliaretno.2020@student.uny.ac.id  

 

Article History 

 
Received: 20-06-2024 
 

Revision: 26-06-2024 
 
Accepted: 29-06-2024 
 
Published: 30-06-2024 
 

 Abstract. This study aims to examine the effect of corporate governance on tax 

avoidance. The low tax ratio in Indonesia is factor caused the practice of tax 

avoidance. Population.in.this study is all healthcare sector companies listed. on 

the IDX 2018–2022 period. The sample selection results using the purposive 
sampling method. The data analysis technique using multiple linear regression 

tests with SPSS 26. The results in this study show that family ownership has a 

negative significant effect on tax avoidance. Managerial ownership and board of 

directors has a positive significant effect on tax avoidance. Independent board of 

commissioners has a negative but not significant effect on tax avoidance. Audit 

committee and audit quality has a positive but not significant effect on tax 

avoidance. This study has the implication that family ownership can reduce tax 

avoidance, because companies with family ownership will maintain the company 

reputation in the future. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate 

governance terhadap penghindaran pajak. Rendahnya rasio pajak di Indonesia 

merupakan faktor penyebab praktik penghindaran pajak. Populasi dari penelitian 

ini yaitu perusahaan pada sektor kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2018-

2022. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data 

dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 

versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan keluarga 

berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan 

manajerial dan dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap 
penghindaran pajak. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap penghindaran pajak. Komite audit dan kualitas audit 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini 

memberikan implikasi bahwa adanya kepemilikan keluarga dapat menurunkan 

praktik penghindaran pajak, karena perusahaan dengan kepemilikan keluarga 

akan menjaga reputasi perusahaan di masa depan. 
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PENDAHULUAN  

Pajak dapat dikatakan sebagai unsur penting dalam meningkatkan pendapatan negara, 

sehingga dengan adanya pajak ini memiliki pengaruh positif dalam pembangunan nasional 

maupun pembiayaan negara (Falbo & Firmansyah, 2021). Pada Undang-Undang Nomor 28 
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Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah 

kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak 

badan yang memiliki sifat memaksa dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan 

dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat. 

Pajak memiliki karakteristik sebagai kontribusi wajib, dimana perusahaan harus melakukan 

pembayaran pajak yang jumlahnya ditentukan oleh laba bersih yang didapatkan, sehingga 

apabila perusahaan memperoleh tingkat keuntungan tinggi, menyebabkan pajak yang dibayar 

pada negara juga tinggi (Sadjiarto et al., 2020).  

Pendapatan negara terbesar berasal dari sektor perpajakan (Sianipar et al., 2020). 

Pemerintah mendapatkan pendapatan dana dari tiga sumber, sumber tersebut ialah penerimaan 

pajak, dana hibah, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Oleh karena itu, pemerintah 

ingin mendapatkan pajak yang tinggi agar dapat membiayai proses penyelenggaraan 

pemerintahan, tetapi berbeda pendapat dengan wajib pajak badan (perusahaan) yang 

mengharapkan pembayaran pajak yang rendah, karena pajak dapat mengurangi profit 

perusahaan (Maitriyadewi & Noviari, 2020). 

 

Gambar 1. Rasio Pajak Negara Asia-Pasifik (Sumber: OECD, 2021) 
 

Berdasarkan gambar tersebut, Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) menyatakan apabila rasio pajak di Indonesia terhadap PDB pada tahun 2021 

menduduki posisi terendah kelima, yaitu sebesar 10,9% dari negara-negara lain yang termasuk 

dalam Asia-Pasifik. Angka tersebut berada jauh dari rata-rata rasio pajak negara di Asia-Pasifik 

dengan persentase 19,8% serta rata-rata rasio pajak menurut OECD adalah 34,1%. Menurut 

Falbo & Firmansyah (2021), salah satu faktor penyebab rasio pajak di Indonesia rendah yaitu 
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adanya praktik penghindaran pajak. Lalu, Tax Justice Network (2020) melaporkan bahwa 

ekonomi di Indonesia telah mengalami kerugian senilai Rp 68,7 triliun sebagai dampak dari 

penghindaran pajak. Sebesar Rp 67,6 triliun merupakan penghindaran pajak perusahaan 

multinasional yang berdiri di Indonesia.  

Penghindaran pajak (tax avoidance) ini dapat dikatakan sebagai suatu cara atau tindakan 

untuk menurunkan beban pajak melalui cara yang sah dengan tetap mematuhi ketentuan hukum 

yang berlaku (Handoyo et al, 2022). Wajib pajak badan atau perusahaan melakukan 

penghindaran pajak dikarenakan mereka menggunakan skema tertentu agar dapat mengurangi 

beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum. Perusahaan memiliki beberapa cara dalam 

menghindari kewajiban perpajakan, contohnya melalui skema dalam transfer pricing dengan 

menaikkan harga (mark up) atau dengan mark down. Perusahaan pada sektor kesehatan perlu 

menjadi sorotan, karena perusahaan sektor kesehatan merupakan sektor yang paling 

dibutuhkan, terutama saat terjadi Covid-19 tahun 2020 lalu yang menyebabkan keperluan akan 

kesehatan, seperti obat-obatan semakin meningkat dan perusahaan mendapatkan keuntungan 

tinggi, sehingga pembayaran pajak kepada negara juga lebih besar dan berpotensi melakukan 

penghindaran pajak (Marta & Nofryanti, 2023).  

Fenomena penghindaran pajak pernah dilakukan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) 

yaitu perusahaan yang bergerak pada sektor kesehatan. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) 

melakukan penghindaran pajak melalui utang dari perusahaan Singapura sebagai perusahaan 

afiliasi dengan memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia dalam bentuk utang bukan 

modal. Hal tersebut menyebabkan beban utang tinggi dan dapat mengurangi laba, sehingga 

perusahaan membayar pajak lebih rendah (Ariska et al., 2021). 

Berdasarkan fenomena tersebut menandakan bahwa corporate governance masih rendah 

dan belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia. Menurut Asian Corporate 

Governance Association (2018), menunjukkan jika Indonesia merupakan negara yang 

memiliki corporate governance buruk. GCG memiliki tujuan agar menciptakan kondisi 

perusahaan yang efektif, serta jika perusahaan menerapkan GCG maka kinerja perusahaan 

berjalan baik, memiliki keuntungan optimal, dan menaati pembayaran pajak (Oktaviani et al., 

2023). Komponen dari corporate governance pada penelitian ini terdiri atas kepemilikan 

manajerial, dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan 

kepemilikan keluarga. 
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METODE  

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data sekunder didapatkan 

melalui laporan keuangan dan laporan tahunan (annual report) pada perusahaan sektor 

kesehatan terdaftar BEI pada periode 2018-2022. Alasan pemilihan tahun tersebut agar lebih 

mencerminkan keadaan saat ini serta lebih relevan selama lima tahun terakhir. Populasi yang 

diambil pada penelitian ini yaitu seluruh perusahaan pada sektor kesehatan yang terdaftar 

dalam BEI selama periode 2018-2022. Penelitian ini melalui teknik purposive sampling. 

Kriteria tersebut adalah: (1) Perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2018-

2022. (2) Perusahaan sektor kesehatan yang menerbitkan dan melaporkan laporan keuangan 

secara rutin selama tahun 2018-2022. (3) Laporan keuangan yang menyajikan mata uang 

rupiah, agar kriteria pengukuran nilai mata uang sama. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel 

penelitian terdiri atas 17 perusahaan sektor kesehatan.  

 

Penghindalraln Paljalk 

Penghindalraln paljalk iallalh sualtu upalyal dalla lm memperkecil bebaln paljalk yalng dilalkukaln 

perusalhalaln dengaln mema lnfalaltkaln celalh hukum (loopholes). Valrialbel penghindalraln palja lk 

melallui pengukuraln calsh effective talx ralte (Dyreng et all., 2008). Rumus CETR aldallalh: 

CETR =
Pembalya lraln Paljalk

Lalbal Sebelum Paljalk
 

Kepemilikaln Malnaljeriall 

Kepemilikaln malnaljeriall yalkni komposisi salhalm paldal perusalhalaln denga ln kepemilikaln dalri 

dewaln direksi, dewaln komisalris, sertal malnaljer perusalhalaln. Mengalcu palda l penelitia ln 

Sholikhalh & Nurdin (2022) kepemilikaln malnaljeria ll diukur dengaln: 

Kepemilikaln Malnaljeriall =
Jumlalh Salhalm Malnaljeriall

Jumlalh Salhalm yalng Beredalr
 x 100% 

Dewaln Direksi 

Dewaln direksi yalitu jaljalraln perusalhalaln dengaln peraln sertal talnggung jalwalb secalral kolegiall 

paldal salalt mengelolal perusalhala ln. Menga lcu paldal penelitialn ALnggraleni & Kurnialnto (2020), 

dewaln direksi dalpalt diukur melallui: 

Dewaln Direksi = ∑ Dewaln Direksi 

Dewaln Komisalris Independen 

Dewaln komisa lris independen yalkni piha lk eksternall perusalhalaln sertal tidalk terdalpalt 

hubungaln kekelualrgalaln, keualnga ln, daln kepemilikaln salhalm dengaln dewaln komisa lris lalinnya l. 

Rumus pengukuraln valrialbel ini yalitu: 
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Dewaln Komisalris Independen =
 ∑ Komisalris Independen 

∑ Dewaln Komisalris 
x 100% 

Komite ALudit 

Komite aludit bertugals membalntu dallalm mengendallikaln corporalte governalnce dengaln 

mengalwalsi aluditor eksternall dallalm menja lmin kuallitals aludit. Rumus komite aludit aldallalh: 

Komite A Ludit = ∑ Komite A Ludit 

Kuallitals ALudit 
Kuallitals aludit iallalh pemeriksalaln oleh aluditor dimalna l terdalpalt kemungkinaln jikal aluditor 

dalpalt mengidentifikalsi daln menemukaln sallalh salji lalporaln keualngaln. Mengalcu palda l penelitialn 

Oktalvialni et all., (2021), pengukuraln kuallitals aludit melallui valrialbel dummy, alpalbilal lalporaln 

keualngaln dialudit oleh KALP big four, seperti PwC, Deloitte, E & Y, KPMG, malkal diberi nila li 

1. Nalmun, alpalbilal lalporaln keualngaln dialudit oleh KALP yalng tidalk termalsuk big four malka l 

diberi nilali 0. 

 

Kepemilikaln Kelualrgal 

Kepemilikaln kelualrgal merupalkaln sualtu bentuk perusalhaln dengaln alnggotal kelualrgal altalu 

pendiri perusalhalaln ya lng bertindalk sebalgali pengelolal. Mengalcu paldal penelitialn Malsripalh et 

all., (2016), kepemilikaln kelualrgal diukur dengaln menggunalkaln valrialbel dummy, alpalbilal dallalm 

lalporaln talhunaln perusalhalaln terdalpalt kepemilikaln kelualrgal alkaln diberi nilali 1. Tetalpi, jikal tida lk 

aldal kepemilikaln kelualrgal dallalm lalporaln talhunaln perusalhalaln dengaln melihalt di balgialn struktur 

kepemilikaln perusalhalaln malkal diberi nilali 0. 

 

HALSIL  

Uji Staltistik Deskriptif 

Talbel 1. Halsil uji staltistik deskriptif 

Valrialbel N Min Malx Mealn Std. Dev 

KEPMALN 79 .00 .65 .0698 .16975 

DIREKSI 79 2.00 10.00 4.7342 2.04882 

KOMIND 79 .25 .75 .4615 .10443 

KOMALUD 79 2.00 4.00 3.0759 .34980 

KLALUD 79 .00 1.00 .4430 .49992 

FO 79 .00 1.00 .2532 .43760 

CETR 79 -.31 .88 .2643 .22516 

Sumber: Daltal sekunder diolalh, 2024 

 

Berdalsalrkaln halsil tersebut, valrialbel kepemilikaln malna ljeriall dengaln nila li minimum aldallalh 

0,00, nila li malximum sebesa lr 0,65, daln nilali mealn sebesalr 0,0698 lebih kecil dalri nilali 

simpalngaln balku sebesalr 0,16975. Valrialbel dewaln direksi dengaln nilali minimum sebesalr 2,00, 
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nilali malximum sebesalr 10,00, daln nilali mealn sebesalr 4,7342 lebih besalr dalri nilali simpalngaln 

balku 2,04882. Valrialbel dewaln komisalris independen dengaln nilali minimum sebesalr 0,25, nilali 

malximum sebesalr 0,75, daln nilali mealn sebesalr 0,4615 lebih besalr dalri nilali simpalngaln balku 

0,10443. Valrialbel komite aludit dengaln nilali minimum sebesalr 2,00, nilali malximum sebesalr 

4,00, daln nilali mealn sebesalr 3,00759 lebih besalr dalri nilali simpalngaln ba lku 0,34980. Valria lbel 

kuallitals aludit dengaln nila li minimum sebesa lr 0,00, nilali malximum sebesalr 1.00, daln nila li mealn 

sebesa lr 0,4430 lebih kecil dalri nilali simpalngaln balku sebesalr 0,49992. Valrialbel kepemilikaln 

kelualrgal dengaln nilali minimum sebesalr 0,00, nilali malximum sebesalr 1,00, daln nilali mealn 

sebesa lr 0,2532 lebih kecil dalri nila li simpalngaln balku sebesalr 0,43760. Valrialbel penghindalraln 

paljalk dengaln nila li minimum sebesalr -0,31, nilali malximum sebesalr 0,88, daln nilali mea ln sebesalr 

0,2643 lebih besalr dalri nilali simpalngaln balku sebesalr 0,22516. 

 

Uji ALsumsi Klalsik 

Uji Normallitals 

Talbel 2. Halsil uji normallitals 

  Unstalnd Residuall 

N  79 

Normall Palralmetersa
l

.b Mealn .0000000 

 Std. Devialtion .16976249 

Test Staltistic  .069 

A Lsymp. Sig. (2-taliled)  .200c.d 

Sumber: Daltal sekunder diolalh, 2024 

 

Paldal halsil tersebut, membuktikaln jikal nilali A Lsymp. Sig. (2-taliled) bernilali 0,200 altalu > 

0,05. Halsil pengujialn tersebut menalndalkaln jikal daltal berdistribusi normall. 

 

Uji Multikolinealritals 

Talbel 3. Halsil uji multikolinealritals 

Valrialbel Toleralnce VIF 

KEPMALN .842 1.188 

DIREKSI .849 1.178 

KOMIND .853 1.173 

KOMALUD .977 1.023 

KLALUD .794 1.260 

FO .866 1.155 

Sumber: Daltal sekunder diolalh, 2024 

Berdalsalrkaln halsil tersebut, valrialbel yalng digunalkaln menghalsilkaln nilali toleralnce lebih 

dalri 0,10 daln nilali VIF < 10 yalng menunjukkaln balhwal terbebals dalri multikolinealritals. 
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Uji Heteroskedalstisitals 

Talbel 4. Halsil uji heteroskedalstisitals 

Model  Unstalnd B Std. Error Coef B t  Sig. 

1 (Constalnts) -1.736 2.871  -.605 .547 

KEPMALN 2.035 1.675 .150 1.215 .228 

DIREKSI -.059 .138 -.052 -.427 .671 

KOMIND -2,556 2.706 -.116 -.945 .348 

KOMALUD -.465 .754 -.071 -.616 .540 

KLALUD -.659 .586 -.143 -1.125 .264 

FO -.594 .641 -.113 -.928 .357 

Sumber: Daltal sekunder diolalh, 2024 

Uji heteroskedalstisitals melallui uji Palrk menunjukkaln ba lhwal seluruh valrialbel ini 

menunjukkaln jikal nilali sig. > 0,05 yalng berkesimpulaln balhwal pengujialn ini bebals dalri malsalla lh 

heteroskedalstisita ls. 

 

Uji ALutokorelalsi 

Talbel 5. Halsil uji alutokorelalsi 

Model R R Squalre ALdjusted R 

Squalre 

Std. Error of the 

Est 

Durbin-

Waltson 

1 .657a
l .432 .384 .17669 1.843 

Sumber: Daltal sekunder diolalh, 2024 

Jikal nilali dU < d < 4 - dU, mena lndalkaln tidalk terjaldi alutokorelalsi alntalr valrialbel. Jumlalh 

salmpel (n) aldallalh 79 besertal jumla lh valrialbel independen aldallalh enalm (k=6). Dengaln melihalt 

talbel Durbin-Waltson, nila li dU aldallalh 1,8009. Malkal, halsil perhitungaln aldallalh 1,8009 < 1,843 

< 2,1991 yalng berkesimpulaln jikal terbebals dalri alutokorelalsi. 

 

ALnallisis Regresi Linealr Bergalndal 

Talbel 6. Halsil alnallisis regresi linealr bergalndal 

Model  Unstalnd B Std. Error Coef Betal t 

1 (Constalnts) -.098 .220  -.444 

KEPMALN .648 .128 .489 5.045 

DIREKSI .061 .011 .557 5.778 

KOMIND -.168 .197 -.078 -.812 

KOMALUD .041 .056 .063 .703 

KLALUD .016 .045 .035 .354 

FO -.109 .049 -.212 -2.216 

Sumber: Daltal sekunder diolalh, 2024 

Y = -0,098 + 0,648 KEPMALN + 0,061 DIREKSI + 0,041 KOMIND + 0,016 KLALUD  - 

0,109 FO + e 
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Uji Hipotesis 

Uji Koefisien Determinalsi (ALdj R2) 

Talbel 7. Halsil uji koefisien determinalsi 

Model R R Squalre ALdj R Squalre Std Error of Estimalte 

1 .657a
l .432 .384 .17669 

Sumber: Daltal sekunder diolalh, 2024 

 

Diketalhui A Ldj R squalre 0,384 yalng memiliki alrti balhwal pengalruh kepemilikaln malnaljeriall, 

dewaln direksi, dewaln komisa lris independen, komite aludit, kuallita ls aludit, daln kepemilika ln 

kelualrgal terhaldalp penghindalraln paljalk sebesalr 38,4%. ALkaln tetalpi sebesalr 61,6% dipengalruhi 

paldal valrialbel lalin yalng tidalk diteliti dallalm penelitialn ini. 

 

Uji t 

Uji t yalng digunalkaln terdiri altals 6 valrialbel daln 79 salmpel penelitialn dengaln menggunalkaln 

tingkalt kebebalsaln 72 yalng diperoleh dalri df (n – k - 1) altalu (79 – 6 - 1). Lallu, nilali signifikalnsi 

0,05. Sehinggal, nila li tta lbel alda llalh 1,66629. 

Talbel 8. Halsil uji-t 

 Unstalnd 

B 

Std. 

Error 

t Sig. Uji Hipotesis 

(Constalnts) -.098 .220 -.444 .658  

KEPMALN .648 .128 5.045 .000*** H1 ditolalk 

DIREKSI .061 .011 5.778 .000*** H2 ditolalk 

KOMIND -.168 .197 -.812 .419 H3 ditolalk 

KOMALUD .041 .056 .703 .484 H4 ditolalk 

KLALUD .016 .045 .354 .724 H5 ditolalk 

FO -.109 .049 -2.216 .030** H6 diterimal 

*** Significalnt in 1% level (p<0,01) 

** Significalnt in 5% level (p<0,05) 

Sumber: Daltal sekunder diolalh, 2024 

 

 

DISKUSI  

Pengalruh Kepemilikaln Ma lnaljeriall terhaldalp Penghindalraln Paljalk 

Berdalsalrkaln halsil pengujialn paldal H1 menunjukkaln jikal nilali thitung > ttalbel (5,045 > 1,66629) 

daln nilali signifikalnsinyal aldallalh 0,00 < 0,05 dengaln alrti jikal kepemilikaln ma lnaljeria ll 

berpengalruh positif daln signifika ln terhaldalp penghindalraln paljalk, dengaln demikialn H1 ditolalk. 

Halsil tersebut mengindikalsikaln alpalbilal salhalm yalng dimiliki seoralng malnaljer itu besalr, 

menyeba lbkaln malnaljer meralsal memiliki kekualsalaln yalng tinggi terhaldalp perusalhalaln, sehingga l 

menyeba lbkaln semalkin besalr pelua lng malnaljer dallalm bertindalk melalkukaln penghindalraln paljalk. 
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ALpalbila l pemegalng salhalm jugal bertindalk sebalgali malnaljemen, malkal keputusaln yalng dialmbil 

malnaljemen menja ldi tidalk efektif kalrenal malnaljemen menginginkaln benefit balgi dirinyal, 

sehinggal berpotensi melalkukaln penghindalraln paljalk. Paldal halsil penelitialn ini selalrals dengaln 

penelitialn ALriskal et all., (2021), Halndoyo et all., (2022), daln Sholikhalh & Nurdin (2022) dengaln 

halsil jikal kepemilikaln malnaljeriall berpengalruh positif terhaldalp penghindalraln paljalk.  

 

Pengalruh Dewaln Direksi terhaldalp Penghindalraln Paljalk 

Berdalsalrkaln halsil pengujialn paldal H2 menunjukkaln jikal nilali thitung > ttalbel (5,778 > 1,66629) 

daln nilali signifikalnsinyal aldallalh 0,00 < 0,05 yalng memiliki alrti balhwal dewaln direksi 

berpengalruh positif daln signifikaln terhaldalp penghindalraln paljalk. Hipotesis dallalm penelitialn ini 

aldallalh dewaln direksi berpengalruh negaltif terhaldalp penghindalraln paljalk, dengaln demikialn H2 

ditolalk. Balnya lknyal jumlalh dewaln direksi dalla lm perusalhalaln alkaln menyebalbkaln pengalmbilaln 

keputusaln algalr mencalpali mufalkalt alntalral alnggotal dewaln direksi semalkin sulit, sehinggal dalpalt 

meningkaltkaln pralktik penghindalraln paljalk. Berdalsalrkaln hall tersebut, semalkin balnyalk jumla lh 

dewaln direksi dallalm perusalhalaln menunjukkaln balhwal penghindalraln paljalk dallalm perusalha laln 

tersebut jugal alkaln meningkalt. Mallal & ALrdiyalnto (2021) berpendalpalt balhwal perbedalaln 

kepentingaln tersebut menyebalbkaln conflict of interest dimalnal dewaln direksi menghalralpkaln 

lalbal yalng besalr balgi dirinyal, sedalngkaln pemegalng salhalm jugal ingin memalksima llkaln lalba l 

melallui peningkaltaln dividen yalng diperoleh pemegalng salhalm. Nalmun, pemegalng salha lm alkaln 

kesulita ln mengontrol daln mengalwalsi tindalkaln algresif ya lng dilalkukaln oleh dewaln direksi, 

kalrenal kuralngnya l informalsi. Halsil penelitialn ini membenalrkaln penelitia ln sebelumnyal, yalitu 

penelitialn dalri ALnggraleni & Kurnialnto (2020). 

 

Pengalruh Dewaln Komisalris Independen terhaldalp Penghindalra ln Paljalk 

Berdalsalrkaln halsil pengujia ln paldal H3 menunjukkaln jikal nilali thitung < tta lbel (-0,812 < 

1,66629) daln nilali signifikalnsinya l aldallalh 0,419 > 0,05 ya lng memiliki alrti balhwal dewaln 

komisalris independen negaltif tetalpi tidalk signifikaln terhaldalp penghindalraln paljalk, dengaln 

demikialn H3 ditolalk. ALpalbilal proporsi yalng balnyalk dalri dewaln komisalris independen dalpalt 

menyeba lbkaln tingginyal tingkalt pengalwalsaln untuk kinerja l perusalhalaln, sehinggal dalpalt 

menguralngi pralktik penghindalraln paljalk (Sholikhalh & Nurdin, 2022). Dalri hall tersebut, 

semalkin balnyalk jumlalh dewaln komisalris independen dalpalt menguralngi pralktik penghindalraln 

paljalk wa llalu pengalruh tersebut tidalk signifikaln, kalrenal dewaln komisalris independen halnya l 

bertugals untuk melalkukaln pengalwalsaln altals keterbukalaln da ln penyedialaln informa lsi 

perusalhalaln. Menurut teori algensi, peraln dalri dewaln komisalris independen dalpalt menurunkaln 
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permalsallalhaln kealgenaln alntalral principall daln algent. Dewaln komisalris independen berperaln 

mengalwalsi da ln melalkukaln pengendallialn sekalligus seba lgali penenga lh terhaldalp seluruh 

tindalkaln yalng dilalkukaln oleh malnaljer perusalhala ln, seperti sikalp oportunistik malnaljemen yalng 

ingin memperkecil bebaln paljalk untuk meningkaltkaln keuntungaln malnaljer. 

 

Pengalruh Komite ALudit terhaldalp Penghindalraln Paljalk 

Berdalsalrkaln halsil pengujialn paldal H4 menunjukkaln jikal nilali thitung < ttalbel (0,703 < 1,66629) 

daln nila li signifikalnsinya l aldalla lh 0,484 > 0,05 yalng memiliki alrti balhwa l komite aludit memiliki 

pengalruh dengaln alralh positif nalmun tidalk signifikaln terhaldalp penghindalraln paljalk. Nalmun, 

hipotesis yalng dialjukaln penulis alda llalh komite aludit berpengalruh negaltif terhalda lp 

penghindalraln paljalk, sehinggal H4 ditolalk. Komite aludit membalntu dewaln komisa lris paldal salalt 

mengalwalsi daln melalkukaln controlling terkalit kinerjal perusalhalaln daln penyusunaln lalporaln 

keualngaln, nalmun terkalit dengaln pengalmbilaln keputusaln diseralhkaln paldal malnaljemen puncalk. 

Paldal teori algensi (algency theory), terdalpalt alsimetri informalsi alntalral algent daln principall, 

kalrenal dallalm konteks ini algent lebih balnyalk mengetalhui informalsi dalripaldal principall 

(Halndoyo et all., 2022). Oleh seba lb itu, diperlukaln aldalnya l peraln komite aludit dallalm mengalwalsi 

kinerjal malnaljemen algalr dalpalt mencegalh ma lnaljemen dallalm kecuralngaln. Nalmun, balnya lknya l 

jumlalh dalri komite aludit tidalk dalpalt menjaldikaln jalminaln jikal malnaljemen tidalk bertindalk 

melalkukaln penghindalraln palja lk. Sehinggal, jumlalh komite aludit yalng balnya lk berimplikalsi 

untuk meningkaltkaln pralktik penghindalraln paljalk.  

 

Pengalruh Kuallitals ALudit terhaldalp Penghindalraln Paljalk 

Berdalsalrkaln halsil pengujialn paldal H5 penelitialn ini menunjukkaln jikal nilali thitung < ttalbel 

(0,354 < 1,66629) daln nila li signifikalnsinyal aldallalh 0,724 > 0,05 yalng memiliki alrti balhwa l 

kuallitals aludit berpengalruh dengaln alralh positif tidalk signifikaln terhaldalp penghindalraln paljalk, 

malkal H5 ditolalk. Halsil pengujialn kuallitals aludit paldal penelitialn ini dengaln memiliki alralh positif 

menjelalskaln balhwal alpalbilal perusalhalaln memilih KALP big four sebalgali aluditor seperti, Deloitte, 

PricewalterhouseCoopers (PwC), E&Y, daln KPMG, dalpalt memungkinkaln meningkaltka ln 

pralktik penghindalraln paljalk, meskipun dengaln pengalruh yalng tidalk signifikaln. Menurut teori 

kealgenaln, kuallitals aludit dihalralpkaln dalpalt menguralngi permalsallalhaln kealgenaln, kalrena l tinggi 

kuallitals aludit dalpalt meningkaltkaln kredibilitals lalporaln keualngaln yalng dalpalt menguralngi bialya l 

kealgenaln (Jihene & Moez, 2019). Tetalpi, meskipun perusalhalaln telalh menunjuk KALP big four 

sebalgali aluditor yalng memiliki integritals kerjal tinggi, terdalpalt kemungkinaln perusalhalaln untuk 

memberikaln kesejalhteralaln daln keuntungaln terhaldalp KALP tersebut, sehinggal dalpalt 
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memungkinkaln jikal kalntor alkuntaln tersebut melalkukaln kecuralngaln demi memalnfalaltkaln 

kesejalhteralaln daln keuntungaln yalng diberi perusalhalaln. Halsil penelitialn ini bertentalngaln 

dengaln ALbdelfa lttalh (2023) yalng memiliki halsil penelitialn ba lhwal kuallitals aludit memiliki 

pengalruh negaltif terhaldalp penghindalraln paljalk. 

 

Pengalruh Kepemilikaln Kelualrga l terhaldalp Penghindalraln Paljalk 

Berdalsalrkaln halsil pengujialn paldal H6 menunjukkaln balhwal nila li thitung > ttalbel (-2,216 < 

1,66629) daln nilali signifikalnsinyal aldallalh 0,030 < 0,05 ya lng memiliki alrti balhwal kepemilikaln 

kelualrgal berpengalruh negaltif daln signifikaln terhaldalp penghindalraln palja lk, dengaln demikia ln 

H6 diterimal.  Perusalha laln yalng memiliki salha lm kelualrgal rela l membalyalr paljalk lebih tinggi 

(Malsripalh et all., 2016), dibalndingkaln halrus menerimal risiko alpalbila l perusalhalaln tersebut 

memiliki reputalsi yalng tidalk ba lik sebalgali dalmpalk dalri kemungkinaln alpalbilal perusalhalaln 

melalkukaln penghindalraln paljalk (Malitriyaldewi & Novialri, 2020). Dalri hall tersebut dalpalt 

diketalhui jikal merekal sebisal mungkin untuk tidalk melalkukaln penghinda lraln paljalk, kalrena l 

merekal salngalt memerhaltikaln altalu peduli alkaln reputalsi perusalhalaln yalng balik daln 

berkonsentralsi paldal nilali jalngkal palnjalng (Hilmi et all., 2022). Halsil penelitialn ini jugal selalrals 

dengaln penelitialn Ibralhim et all., (2021) daln Chen et all., (2010) jikal aldalnyal kepemilikaln 

kelualrgal dalpalt membuktikaln balhwal perusalhalaln mempunyali kecenderungaln yalng kecil altalu 

rendalh salalt melalkukaln penghindalraln paljalk. Di sisi lalin, penelitialn ini tidalk mendukung konflik 

kealgenaln tipe II yalng menya ltalkaln balhwal pemegalng salha lm malyoritals sebalgali piha lk 

pengendalli perusalhalaln mempunya li pelualng untuk memalksimallkaln kepentingalnnyal (Ibralhim 

et all., 2021).   

 

KESIMPULALN 

Berdalsalrkaln halsil penelitia ln ini, dalpalt disimpulkaln jikal beberalpal komponen corporalte 

governalnce memiliki pengalruh signifikaln, seperti kepemilikaln malnaljeriall daln dewaln direksi 

yalng berpengalruh positif daln signifikaln terhaldalp penghindalraln paljalk. Kepemilikaln kelualrga l 

memiliki pengalruh negaltif signifikaln terhaldalp penghindalraln paljalk. Nalmun, paldal valrialbel 

dewaln komisalris independen berpengalruh negaltif tidalk signifikaln terhaldalp penghindalraln 

paljalk. Komite aludit daln kuallitals aludit berpengalruh positif tidalk signifikaln terhaldalp 

penghindalraln paljalk. 
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REKOMENDALSI  

Berikut merupalkaln beberalpal salraln yalng penulis salmpalikaln: 1) Balgi malnaljemen 

perusalhalaln untuk dalpalt memberi perhaltialn khusus terkalit dengaln pralktik penghindalraln paljalk 

sertal alpal saljal falktor yalng memengalruhi, seperti corporalte governalnce. 2) Dihalralpkaln palda l 

penelitialn-penelitialn selalnjutnyal dalpalt menalmba lh malupun menggalnti valrialbel beba ls lalinnya l 

supalyal dalpalt melihalt ma lnalkalh valrialbel yalng memberi pengalruh palling menonjol altalu 

signifikaln terhaldalp penghinda lraln paljalk. 
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